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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

NOMOR  19  TAHUN 2013 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN 
MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 

dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah. 

b. bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada 
Pihak Ketiga atau Badan Usaha Milik Daerah guna 
terciptanya struktur modal yang kuat adalah dalam 

rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
Badan Usaha Milik Daerah, pertumbuhan perekonomian 
daerah dan pembangunan ekonomi daerah serta 

meningkatkan pendapatan asli daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2012 
tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga 

perlu disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 

2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada pihak 
ketiga. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4357); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor  40  Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor  14, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4812); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor  14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812); 

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan 
Menjadi Perseroan Terbatas Jalan Tol Kabupaten 

Pasuruan; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Perseroan Terbatas Pasuruan Migas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan nomor 229). 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 
Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 255); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PASURUAN 

DAN 

BUPATI PASURUAN 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 

TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
KEPADA PIHAK KETIGA  

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02) diubah 
sebagai berikut:  

 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

 

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sampai dengan tahun 
anggaran 2012 sebesar Rp. 63.436.774.008,00 (enam puluh tiga milyar 
empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu 
delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

 

 PT.Bank Jatim  …………………Rp 11.152.625.000,00 

 PT. Jalan Tol………………….....Rp    40.985.725.167,00 

          PT.BPR Mina Mandiri…………Rp   2.400.000.000,00 

PT.BPR Jatim ….…………….....Rp        60.000.000,00 

PDAM…………………………......Rp   8.838.423.841,00 

                                Jumlah…………        Rp  63.436.774.008,00 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

(2) Pemerintah Daerah  akan  menambah  dan  mengalokasikan  Anggaran 
Penyertaan    Modal    Daerah    kepada    pihak    ketiga    sebesar     

Rp. 7.631.488.387,50 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh satu juta 
empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh 
rupiah lima puluh sen) dengan perincian sebagai berikut : 

a. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga : 

1. PT. Jalan Tol    …………………Rp       1.000.000.000,00 

2. PT. BPR Jatim ….……………...Rp          500.000.000,00 

3. PDAM………………………….....Rp       5.131.488.387,50 

b. Pengalokasian kembali Anggaran Penyertaan Modal Daerah 
kepada PT. Pasuruan Migas  sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

(3) Pengalokasian Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Tahun Anggaran 2018 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 18 Nopember 2013 

BUPATI PASURUAN, 

 
           ttd. 
 

M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Nopember 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

  
         ttd. 
 

AGUS SUTIADJI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 19 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

NOMOR 19 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN 

MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

  Berdasarkan pada ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang 
nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam 

rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan 
Peraturan Daerah. 

  Bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada Pihak 
Ketiga atau Badan Usaha Milik Daerah guna terciptanya struktur modal 

yang kuat adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan Badan Usaha Milik Daerah, pertumbuhan perekonomian 
daerah dan pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan 

pendapatan asli daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat 
lebih ditingkatkan.  

  Untuk itu  Pemerintah Daerah perlu mengambil prakarsa dengan 

melakukan Penyertaan Modal  Daerah pada pihak ketiga dan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan sehingga peranan dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih 
berdaya guna dan berhasil guna. 

  Melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga tersebut 

dimaksudkan sebagai upaya mengelola kekayaan daerah yang 
dinvestasikan pada lembaga-lembaga dimaksud, sehingga pemerintah 
Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

  Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
pihak ketiga. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2013 NOMOR 269 


